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Pengesahan

Disahkan Oleh Kepala BPKAD Provinsi Lampung

Judul SOP Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial
di Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

3.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem

1.Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial;

2.Memahami mekanisme  verifikasi, pencairan,
penyaluran bantuan sosial;

3.Mampu memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen

dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah,; persyaratan,
4. Mampu  mengoperasikan  aplikasi/sistem  informasi
pengelolaan keuangan daerah.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
SOP terkait pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah. ATK
Komputer

Aplikasi dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Daerah

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Dalam pelaksanaan mekanisme bantuan sosial agar memperhatikan ketepatan,
kesuaiaan peruntukan dan sasaran penerima serta seluruh kelengkapan dan
keabsahan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pencatatan dan pendataan dilakukan terhadap seluruh
proses verifikasi, pencairan, dan penyaluran bantuan sosial
melalui aplikasi/sistem informasi pengelolaan keuangan
daerah dan dokumen administrasi terkait sampai dengan
diterimanya bantuan sosial oleh penerima




Calon penerima Bantuan Sosial menyampaikan

Usulan Bantuan

: { Usulan Bantuan

usulan tertulis kepada Gubernur melalui Sosial dan Sesuai ial diierima oleh
dok ketenwan | ool die
Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang :r:r;f:tan e Perangkat Daerah
urusan pemerintahannya. N e
Perangkat Daerah melakukan evaluasi : Usulan dan Sesuai Hasil evaluasi dan
keabsahan dan kelengkapan persyaratan = d:i:;na?ar;an ketentuan ;?:;:Bgtﬂgaarah
permochonan belanja Bantuan Sosial. poe 9
TAPD memberikan pertimbangan atas \i\ I:ekom;ndasi Sesuai Pertibangen
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prioritas dan kemampuan keuangan daerah e
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pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial 'IF&APQ angan | RKPD dalam RKPD
dalam RKPD.
Alokasi anggaran belanja Bantuan Sosial yang RKPD dan Sesualjodwal Alokasi anggaran
dicantumkan dalam RKPD menjadi dasar dalam m alokasi penyusunan | Camuan Sosial
pencantuman belanja Bantuan Sosial dalam ggﬁ!t;:;nSQSial KUA PPAS Eﬂ:n;::mgan
Rancangan KUA dan PPAS.
Rancangan KUA dan PPAS berisi Bantuan Sosial . 2715“3‘ T
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Kesepakatan KUA dan PPAS menjadi dasar . Kesepakatan | S5V V30Vl | uit ook
:] Penyusunan

dalam pencantuman dalam RKA Perangkat KUA dan PPAS RKA Daerah

Daerah




Kepala daerah rﬁenetapkan daftar "pen.éril;la

; ' Daftar :
Bantuan Sosial dengan keputusan kepala \L p:n it Sgtelah APBD | Daftar panerl.ma
daerah berdasarkan Perda tentang APBD dan U Bantuan Sosial | ditetapkan Bantuan Sosial
Perkada tentang penjabaran APBD,
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7 s etenfuan penerima Bantuan
permohonan Bantuan Sosial berdasarkan Bantuan Sosial Sosial
keputusan Kepala Daerah

10. | Calon penerima Bantuan Sosial menyampaikan dokumen Sasisd Permahonan
permohonan pencairan Bantuan Sosial kepada { | persyaratan e pencairan Bantuan
Perangkat Daerah. pencairan Sosial

11. | Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan
melakukan proses pengadaan barang dan jasa i Sesuai .

pencairan, Belanja Bantuan
berdasarkan DPA-Perangkat Daerah dengan dokiiinai standar waktu | o al
mempedomani ketentuan peraturan perundang- persyaratan pelayanan
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12. | Penyerahan Belanja Bantuan Sosial Yang b 4

Direncanakan berupa barang dilakukan oleh I:]_

Kepala Perangkat Daerah kepada Penerima

Belanja Bantuan Sosial setelah memenubhi Bantuan Sosial

ersyaratan: Belanja Sesuai proses an i .

persy ; diterima oleh
Bantuan Sosial | pencairan

penerima




PELAKSANA MUTU BAKU
e s e e
13. | Laporan Pengunaan dan Pertanggungjawaban Laporan Sesus Laporan
Penerima Bantuan Sosial ] 2;::"99“91“ kedsrihisn z:;?bﬁgunw

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan:

Dalam hal terdapat kebutuhan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya pada saat penyusunan APBD, mekanisme
pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan sosial tersebut
diberikan untuk memenuhi kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan apabila tidak ditangani
dapat menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Mekanisme pengajuan,
verifikasi, penetapan penerima, pencairan, penyaluran, dan pertanggungjawaban pada prinsipnya dilaksanakan sesuai dengan
mekanisme bantuan sosial yang direncanakan, dengan perbedaan pada proses penganggarannya, yaitu bantuan sosial yang tidak

dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.




